
BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 188.4/80 TAHUN 2022 

TENTANG 
PENETAPAN LEBIH SALUR ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 

 ANGGARAN 2021 PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 
 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan Dampaknya dan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat pengurangan plafon 

anggaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021; 

  b. bahwa penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 

dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian 
Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Adat dan 

Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tesebut pada 

huruf a dan huruf  b di atas terdapat perbedaan pengurangan 
plafon anggaran yang berakibat lebih salur; 

  d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c 

di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura 
tentang Penetapan Lebih Salur Alokasi Dana Kampung Tahun 
Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6697);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014        
Nomor 7, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Nomor  5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020     Nomor 

11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nrgara Republik 
Indonesia   Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6   Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang      

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan      
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah    diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 142); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018    Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah   Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021  tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  201/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2021 Nomor 6); 

18. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : 

KESATU  : Lebih Salur Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 
pada Pemerintah Kabupaten Jayapura yang nama-nama 
kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran   

Keputusan ini. 

KEDUA  :  Tata cara pengembalian lebih salur Alokasi Dana Kampung 
Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pengurangan pada 

saat penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022. 

KETIGA  : Perhitungan Anggaran Lebih Salur  Alokasi Dana Kampung 

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 
Keputusan ini. 
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KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Sentani 

Pada tanggal 18 Februari 2022 

BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
                KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
                   PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 
 
 
 
                     THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK. I 
                 NIP 19840612 201004 1 003    

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Provinsi Papua; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 

3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura; 

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani. 

 

 

 

 

 


